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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, dengan bertambahnya 

jumlah penduduk maka kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Peningkatan 

kebutuhan atas tanah tersebut juga mempengaruhi nilai ekonomis atas tanah yang 

semakin tinggi, oleh karena itu untuk menghindari pengakuan atas tanah yang bukan 

haknya, maka tanah tersebut harus didaftarkan di instansi yang berwenang.

Setiap macam hak atas tanah wajib didaftarkan dan disertifikasikan oleh 

Kantor Pertanahan alias Badan Pertanahan Nasional/BPN yang berkantor di setiap

idaerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Tanah sebagai sumber daya kehidupan, maka untuk pemanfaatan tanah telah

diatur dalam aturan-aturan atau norma hukum untuk penggunaan, penguasaan,

pemilikan dan pemanfaatan tanah.

Menurut pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan Bumi, air 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang 1945 tersebut, dapat kita 

ketahui bahwa pemanfaatan dan perolehan tanah pun diatur untuk keadilan seluruh

Herman Hermit, Cara Memperoleh Serltfikat Tanah Hak MUik, Tanah Negara dan 
Tanah Pemda, C.V. Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 1.

1
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rakyat Indonesia. Sebagai perwujudan dari ketentuan pasal tersebut, maka di 

Indonesia pada tanggal 24 September 1960 lahirlah Undang-undang Nomor 5 tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-undang Pokok 

Agraria).

Menurut A.P. Parlindungan bahwa pembatasan terhadap pengertian hak 

menguasai negara mengandung makna bahwa perkataan “dikuasai” bukanlah berarti 

“dimiliki”, tetapi pengertian yang memberi wewenang kepada negara sebagai 

organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk pada tingkat yang tertinggi 

bertindak selaku Badan Penguasa, sebagaimana ditegaskan dalam Memori Penjelasan

Undang-undang Pokok Agraria pasal 2 ayat (2) bahwa hak menguasai Negara

memberi wewenang untuk :2

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan

dan pemeliharaan

b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) 

bumi, air dan ruang angkasa itu.

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- 

orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan 

ruang angkasa

Bandung2 1998 FJ^n^^ngan’ Koment^ Atas “Undang-undang Pokok Agraria”, C.V. Mandar Maju,

f
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A.P. Parlindungan mengemukakan bahwa dari pengertian hak menguasai 

negara tersebut diantaranya dimungkinkan untuk:3

a. Memberikan hak-hak keperdataan baik kepada perorangan ataupun badan- 

badan hukum privat seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan

hak pakai.

b. Mengakui suatu hukum publik yang sudah ada sebelumnya seperti hak ulayat

masyarakat-masyarakat hukum adat

c. Memberikan Hukum Publik yang baru yaitu hak pengelolaan yang diberikan

kepada lembaga-lembaga pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan 

negara/daerah. Dari hak pengelolaan ini dapat diberikan oleh pemegangnya hak 

milik, hak guna bangunan dan hak pakai

d. Dapat diberikan hak pakai khusus yaitu hak pakai yang tidak terbatas waktunya 

dan diberkan untuk pelaksanaan tugasnya, seperti hak pakai untuk perwakilan 

negara-negara asing, untuk kepentingan lembaga-lembaga (seperti untuk 

bangunan dan sebagainya) dan untuk kepentingan sosial dan keagamaan 

Tujuan pokok dari diundangkannya UUPA (memori penjelasan UUPA 

pasal 1 ayat 1), sebagai berikut:4

3 Ibid, hlm. 46.

Bandung4 2003 ^in3dungan’ Tanya Jawab Hukum Agraria dan Pertanahan, CV. Mandar Maju,
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a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum Agraria Nasional yang akan 

merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan 

bagi negara dan rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.

b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam

hukum pertanahan.

c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak

atas bagi rakyat seluruhnya.

Dengan mengacu pada tujuan diadakannya UUPA, jelaslah bahwa UUPA

merupakan sarana yang akan dipakai untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara 

sebagimana yang diamantkan oleh pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia5

Untuk mendukung dan mewujudkan cita-cita bangsa dan negara tersebut. 

Maka setiap masyarakat yang memiliki tanah diwajibkan mendaftarkan tanahnya, 

untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemilik hak-hak atas tanah (khususnya 

hak milik atas tanah) di seluruh wilayah Indonesia.

Ketentuan mengenai Pendaftaran Tanah dalam pasal 19 UUPA. Berdasarkan 

ketentuan ini, maka pendaftaran tanah diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah 

Nomor 10 tahun 1961 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dinaytakan 

bahwa penyempurnaan yang diadakan meliputi penegasan berbagai hal yang belum 

3 Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 3

I
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jelas dalam peraturan yang lama, antara lain pengertian pendaftaran tanah itu sendiri, 

dan tujuan penyelenggarananya, yang disamping untuk memberi kepastian 

hukum sebagaimana di sebut di atas juga dimaksudkan untuk menghimpun dan 

menyajikan informasi yang lengkap mengenai data fisik dan data yuridis mengenai

azas-azas

bidang tanah yang bersangkutan.

Pendaftaran tanah merupakan persoalan yang sangat penting dalam UUPA, 

karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti

kepemilikan hak atas tanah. Begitu pentingnya persoalan pendaftaran tanah sehingga

UUPA memerintahkan kepada pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di 

seluruh Wilayah Indonesia.6

Pendaftaran tanah ataupun dalam literatur sering disebut land record atau juga 

cadastral merupakan bagian dari masalah keagrarian (agrarian). Masalah keagrarian 

memang tidak hanya terdir idari pendaftaran tanah, melainkan juga meliputi : 

pengaturan hak-hak atas tanah (rights on land atau land ownership) penatagunaan 

tanah (land use control) dan pengaturan penguasaan tanah (land tenure atau land 

occupation). Dari keempat fungsi keagrariaan tersebut pendaftaran tanah memang 

yang paling menonjol, baik di negara-negara belum maju maupun di negara- 

negara sudah maju, karena ia merupakan institusi negara satu-satunya yang

6 Ibid, hlm. 152.
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mempunyai otoritas untuk memberikan legalitas bagi setiap pemilikan / penguasaan 

tanah.7

Pendaftaran tanah diadakan untuk memberikan jaminan kepastian hukum hak 

atas tanah, termasuk dalam hal Hak Milik atas tanah yang dimiliki oleh individu 

maupun suatu kelompok. Sebagai tanda jaminan kepastian hukum tersebut, maka 

pemerintah (dalam hal ini yang berwenang adalah BPN) diberikan atau 

dikeluarkanlah surat tanda bukti hak yang dinamakan sertifikat.

Sertifikat Hak Milik atas tanah diperoleh melalui pendaftaran yang harus 

mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 tahun 1997.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi ini

dengan judul “PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS

TANAH MENURUT PP NOMOR 24 TAHUN 1997”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dirumuskan 

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah

menurut PP Nomor 24 tahun 1997?

2. Bagaimanakah kekuatan hukum sertifikat hak milik atas tanah bagi 

pemegang menurut PP Nomor 24 tahun 1997?

7 Herman Hermit, Op.,cit, hlm. 131
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C. Tujuan Penulisan

Bertitik tolak pada permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan dari 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah1.

menurut PP Nomor 24 tahun 1997

2. Untuk mengetahui kekuatan hukum sertifikat hak milik atas tanah bagi 

pemegang menurut PP Nomor 24 tahun 1997.

D. Manfaat Penulisan

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat baik dari aspek teoritis

maupun aspek praktis

Aspek Teoritis1.

Diharapkan bermanfaat bagi akademis untuk memperluas wawasan serta

mengembangkan ilmu pengetahuan hukum di bidang pertanahan

2. Aspek Praktis

Bermanfaat bagi praktisi yang ingin mengetahui informasi mengenai 

proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dan kekuatan hukum

sertifikat hak milik atas tanah bagi pemegang menurut PP Nomor 24

tahun 1997.

r



8

E. Ruang Lingkup

Pembahasan mengenai permasalahan skripsi ini, dibatasi pada proses 

penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dan kekuatan hukum sertifikat hak milik 

atas tanah bagi pemegang menurut PP Nomor 24 tahun 1997.

F. Metode Penulisan

1. Pendekatan Penulisan

Pembahasan masalah dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis

normatif dalam arti dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang undangan yang

berlaku yang berhubungan dengan permasalahan di samping itu j gua dilakukan

pendekatan lapangan untuk memperoleh informasi penunjang.

2. Bahan dan Sumber Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum 

megnikat, berupa pembukaan UUD 1945, Undang Undang Nomor 5 tahun 

1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian (UUPA), PP Nomor 24 

tahun 1997 tentang perubahan atas PP Nomor 10 tahun 1961 

PendaftaranTanah yang berkaitan dengan permasalahan.

tentang

r
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b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dipergunakan sebagai

penjelasan bahan hukum primer terdiri dari karya-karya ilmiah, artikel-artikel 

dari media massa baik cetak maupun elektronik serta bahan-bahan lain yang

berhubungan dengan permasalahan.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum priemr dan bahan hukum sekunder 

meliputi jurnal ilmu hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum yang

berkaitan dengan permasalahan.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian diperoleh dengan

melakukan studi kepustakaan dan informasi sebagai penunjang diperoleh

dengan melakukan wawancara pada petugas di instansi pertanahan kota

Palembang.

3. Analisis Bahan

Bahan hukum dan informasi sebagai penunjang yang diperoleh dianalisis 

dengan metode kualitatif secara deskriptif, dalam arti diuraikan dan dihubungkan 

secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan 

menggambarkan jawaban permasalahan.

yang
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